
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIX DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

Menimbalg : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk mendorong tumbuh kembalgnya perekonomian desa

dalam ralgka mewujudkan kesejahteraan masya-ralat serta untuk

meningkatkan pendapatan desa dengan memalsimalkan potensi

yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan

Usaha Mitik Desa sesuai dengar kebutuhan;

baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam

huruf a, dan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang

dalam masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Badan Usaha Milik Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undalg-Undang Nomor 28 Ta}run 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undarg Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahal

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

b.

: 1.

2.

4.
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Iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengal

Undalg-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan kedua

atas Undarrg-Undalg Nomo, 23 Tahun 2014 tentang pemerintah

daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tamba1lan Lembaran Negara Republik lndonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pela-ksanaaa Undang-Undang No 6 Tahun

2014 tentang Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4 te,rta]rg

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2O93);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga.l dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Bcrita

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Tralsmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan

dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERA?URAN DAERAH ?EN?ANG BADAN USAHA MILIK DESA

5.

6.

8.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perafilran daerah ini yang dimaksud dengal :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adatah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Peralgkat Desa

sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraar Urusan Pemerintahan

darr Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kecamatan adalah wilayah kelja camat sebagai perangkat daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Pemerintahan, kepentingan masyaml<at setempat berdasarkan

pral<arsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tadisional yang

diakui dal dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau adalah lembaga yang

melaksa-nakal fungsi pemerintahan yartg anggotanya merupakar

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas darl disepatati

bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,

adalah badan usa-ha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara largsung yang berasal

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya

kesej ahteraan masyaralat Desa.

11. Musyawarah Desa atau yalg disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepalati hal yang bersifat

strategis.
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12. Kesepakatan Musyawarah Desa adaiair suatu hasil keputusan da-ri

Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan

dalam Berita AcaJa kesepakatan Musyawarah Desa yang

ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan

Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Malsud

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh

kegiatan perekonomial dan/atau pelayanal umum yang dikelola oleh

desa dan/atam kerjasarna altar desa.

""T;,::'""

Pasal 3

Pendirian BUM Desa Bertujuar untuk :

a. meningkatlan perekonomian desa;

b. mengoptimalkal aset desa agar bermanfaat

desa;

c. meningkatkan usaha masyarakat dalam

ekonomi desa;

e.

mengembangkan rencana kerja sama usaha altar desa dan/atau

dengal pihak ketiga;

menciptakan pelualg dan jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanal umum warga;

membuka lapangan kerja;

meningkatlan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;

dar
meningkatkan pendapatan masyarakt desa dan Pendapatan Asli

Desa.

untuk kesej aLrteraan

pengelolahan potensi

d.

f.
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BAB III
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirial

pasal 4

(1) Desa mendirikan BUM Desa melalui musyawarah Desa dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dengan

mempe rtimbangkan :

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyaral€t Desa;

b. potensi usalra ekonomi Desa;

c, sumberdaya alam di Desa;

d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

e. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk
pembiayaar dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebelum

diundangkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk
dievaluasi dan diverifikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendirian

Pasal 5

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui mus;rawarah Desa.

(21 Tat, cala pelaksanaan musyawarah desa mengacu pada ketentuan

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa-

(3) Pokok bahasaa yang dibicarakan dalam musyawarah desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial

budaya masyarakat;

b. organisasi Pengelola BUM Desa;

c. modal Usaha BUM Desa; dan

d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
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(4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badar

Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang

Pendirian BUM Desa.

BAB IV

BENTUK ORGANISASI DAN KLASIFIKASI JENIS USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Orgaaisasi Usaha

Pasa.l 6

BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan

hukum.

Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yarrg kepemilikan sahamnya

berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yarg berbadan

hukum, bentuk organsasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan

Desa tentang Pendiriar BUM Desa.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk

berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengal

modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan tentang Perseroal Terbatas; dan

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60

(enam putuh) persen, sesuai dengar peraturan Perundang-

undangan tentang l,embaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua

Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 8

BUM Desa dapat menjala.rlka, jenis u saha antaJa lajn :
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a. bisnis sosial (socl@/ Dusrness) sederhana yang memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memalfaatkan

sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :

1) air minum desa;

2) usaha listrik desa;

3) lumbung pangan; dan

4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

b. bisnis penyewaan (renting) baratg untuk melayani kebutuhan

masyarakat, meliputi :

1) alat transportasi;

2) pekakas pesta;

3) gedung pertemuan;

4) rumah toko;

5) tanah milik BUM Desa; dart

6) barang sewaan lainnya.

c. usalra perantara (brokerin4l yang memberikan jasa pelayanan

kepada warga, meliputi :

1) jasa pembayaran listrik;

2) pasar desa; dan

3) jasa pelayanal lainnya.

d. bisnis yang berproduksi da!/atau berdagang (tradingll betang-

barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun

dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :

l) pabrik es;

2) pabrik asap cair;

3) hasil pertanian;

4) sarana produksi pertanian;

5) sumur bekas tambang; dan

6) kegiatan bisnis produktif lainnya.

e. bisnis keuangan Uinotlcial busiruesl yang memenuhi kebutuhan

usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha

ekonomi desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang

mudah dialses oleh masyaralat desa;

f. usalra bersama (lodin4il sebagai induk dari unit-unit usaha yang

dikembangkan masyarakat desa baik dalam ska-la lokal desa

maupun kawasan perdesaan, meliputi :
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pengembargaJr kapal desa berskaja besar untuk mengorganisasi

nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari

kelompok masyarakat; dan

kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha

lokal lainnya.

2l

3)

(1)

(2)

BAB V

PERMODAI,AN

Pasal 9

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

Modal BUM Desa terdiri atas :

a. penyertaan modal desa; dan

b. penyertaan modal masyaJakat desa.

Pasa.t 10

Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) huruf a, berasal dari Pendapaan Asli Desa dan sumber

lainnya terdiri atas :

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan

melaluli mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten yang disalurkan melaluli mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan

sebagai kekayaan kolektif desa dal disalurkan melalui

mekanisme APB Desa; dan

d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan

ketentual peraturan perundang-undangan tentang aset desa.

Penyertaan modal masyaralat desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat

dan/ atau simpanan masyarakat.

Pasal 11

Kekayaan BUM Desa merupakal kekayaan desa yang dipisa-hkan.

(1)

{2)
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BAB VI
KEWA.JIBAN DAN HAK BUM DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Kewajiban BUM Desa adalai :

a. meLalukan kegiatan usaha sesuai peraturan desa tentang

kepentingar BUM Desa;

b. meningkatkan kesejateraan masyarakat dan pendapatan asli desa;

c. membuat laporan tahunan kepada kepala desa;

d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang

telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;

e. mer{ialankan kegiatan usaha secara profesiona-l dan sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan;

i mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit
usaha masyaral<at yang merupakan kegiatan ekonomi

masyarakat; dan

g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 13

HaI< BUM Desa adalah :

a. mendapat bagian dari hasil usala BUM Desa;

b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa daJi

Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;

c. bekerjasama dengan pihak ketiga;

d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari

kekayaal milik desa;

e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundarlg-

undangan;

f, menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan;

g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka

pengembangan BUM Desa; dan
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h. mendapatkan pembinaen menajemen d.t"m bidmg manajemen

perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerinta-h,

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Swasta.

BAB VII

ORGAMSASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 14

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa.

Pasal 15

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasihat;

b. pelaksana operasional; dan

c- pengawas.

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama setempat yang

dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VIII
PENGELOLA BUM DESA

Bagiar kesatu
penasihat

Paragra-f 1

Umum

Pasal 16

[1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) huruf a
dijabat secara er-oJficio oleh Kepala Desa.

(2) Masa jabatan penaaehat selama masa jabatan Kepala Desa.

(31 Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau kepala desa berhalangan
tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh pejabat Kepala Desa.

Paragral 2
Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 17

(1) Penasihat sebagaimana dima&sud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
berkewajiban:
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memberikan nasehat kepada pelaksana operaaional dalam

melaksana l<an pengelolahan BUM Desa;

memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap

penting bagi Pengelolahan BUM Desa; dan

mengendalikan peLaksanaan kegiatan pengeloLahan BUM Desa.

b.

(1)

(2)

(2) Penasihat eebagaimasa dimakeud dalam Paeal 15 ayat {1} huruf a
berwenalg untuk :

a. meminta penjelasaa dari pelal<salaan operasional mengenai

persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat

menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3

T\rnjangar Penghasilan dar/atau Penghargaan

Pasal 18

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a

dalam melaksanakal tugasnya dapat diberikan tunjangan

penghasilan dan/atau p€ngtErgaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilal dan/atau
Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dal,am Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pelal<sana Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Pelaksana operasional sebagaimana dimalsud dalam Pasal 15 ayat

(1) huruf b diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah desa.

Pelaksana operasiona.l sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Pelaksana

L€mbaga Pemerintah Desa dan l€mbaga Kemasyarakatan Desa.

(1)

l2l
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Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 20

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal t5 ayat

(1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelolah BUM Desa

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban :

a. melaksanal<an dan mengembargkan BUM Desa agar meqjadi

lembaga yang melayani kebutuhan dan/atau pelayalan umum

masyarakat desa;

b. menggali dan memanfaat&an potensi usaha ekonomi desa untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian

desa lainnya; dal
d. mewatili BUM Desa dalam pengurusan dal pengelolahan usaha

desa baik di dalam dan diluar Pengadilan.

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal (1)

berwenang :

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa

setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha desa

setiap bulan; dan

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usala BUM Desa

kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

(1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2]', dapat menunjuk

anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha,

khususnya da.[am mengurus pencatatan dan administrasi usaha

dan fungsi operasional bidang usaha.

(2) Pelaksana operasional dapat dibantu sesuai dengan

kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan

dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian

kerja lainya.
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(3) Penunjukan anggota pengurus dan ka4/awan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat

desa.

(4) Ketentuan lebih laijut mengenai penunjukan anggota Pengurus

dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dal Anggaran Rumah

Tangga.

Paragraf 3

Persyaratan dan Pemberhential

Pasaf 22

(1) Persyaratan menjadi pelalrsala operasional meliputi :

a. masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;

b. berdomisi atau menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua)

tahun;

c. berkepribadian baik, jujur, adil calap, darl perhatian terhadap

usala ekonomi desa; dan

d. pendidikan minimal sederajat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK

sederajat.

(2) Pelaksana operasional diberhentikan dengan alasan:

a- meninggal dunia;

b. tela-h selesai masa bakti sebaga.i mana telah diatur dalam

Anggararr Dasar dan Anggaran Rumal Tangga BUM Desa;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga

menghambat perkembargan kinerja BUM Desa; dan

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 23

(1) Masa jabatan pelal<sana operasional paling lama 3 (tiga) tahun darr

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian

pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.
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Paragraf 5

T\rnjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 24

(1) Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya

dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau

penghargaaa Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Pengawas Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

(l) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c,

mewalili kepentingan masyarakat.

(2) Pengawas sebagaimana dima&sud pada ayat (1) d.iangkat dafl

diberhentikan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa.

(3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :

a. ketua;

b. wakil Ketua merangkap anggota

c. sekretaris meralgkap anggota; dan

d. anggota.

(4) Susunan kepengurusan pengawaa sebagaimara dimaksud pada

ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa; darr

(5) Persyaratan, pemberhentian dan masa bakti pergawas diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-

Potagrel 2
Kewajiban dan Kewenangan

Pasa.l 26

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) huruf c,

berkewajiban menyelenggara-kar rapat umum untuk membahas

kinerja BUM Desa sekuralg-kurang4ya 1 (satu) talun sekali.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

menyelenggarakal rapat umum pengawas untuk :
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a. pemilihan dan pengangkatan pe4gurus sebagaimana dimaLsud

dalam Pasal 25 ayat (3);

b. penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM

Desa; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja

peLaksana operasional.

Paragraf 3
Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 27

(1) Pengawas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 15 ayat (i) huruf c,

dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan

penghasilan dan/atau penghargaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan/atau penghargaan

pengawas diatur dalam Anggaral Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga.

BAB IX
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Pelaksana Operasional BUM Desa wajib melaksanakan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Talgga.

BAB X
BUM DESA AI{TAR DESA

Bagian Kesatu
Pendiriar BUM Desa Antar Desa

Pasal 29

(1) Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha anta,
desa dapat dibentuk BUM Desa antar desa yang merupakan milik 2
(dua) desa atau lebih.

(2) Pendirian BUM Desa antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh

Badan Kefasama Antar Desa yang terdiri dari :

a. Pemerintah Desa;

b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

c. IJmbaga Kemasyarakatan Desa;

d. lembaga desa lainnya; dan

e. tokoh masyarakat dengar pertimbalgan keadilan gender.
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(3) Pendirian BUM Desa Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, dan

pembubara-n BUM Desa.

(4) BUM Desa antar desa ditetapkan dalam peraturan bersama Kepala

Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Kedasama BUM Desa Antar Desa

Pasal 30

(1) BUM Desa dapat mela.kukao ke4asarna arltar 2 (dua) BUM Desa

atau lebih.

(2) Kedasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan

dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu

kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih mendapat

persetujual masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 31

(1) Kerjasama ar'ltara 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam

naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah per,aljrjial.t kerjasama sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat :

a. subjek kerjasama;

b. objek kerjasama;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban;

e. pendanaan;

f. keadaan memalsa;

g. pengalihan aset; darl

h. penyelesaialPerselisihal.

(3) Naskah pe{anjiarr kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih

ditetapkan oleh Pelaksara Operasional dari masing-masing BUM

Desa yang bekerjasama.

Pasal 32

(1) Kegiatan kerja6ama arrtar 2 (dua) BUM Desa atau lebih

dipertangungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik

BUM Desa.
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(2) Dalaro hal kegiatan ke{iasama antar unit usaha BUM Desa yang

berbadan hukum diatur sesuai dengal ketentuan peraturan

Perundang-undangan tentang Perseroran Terbatas dan Lembaga

Keuangan Mikro.

BAB XI
ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Alokasi Hasil Usaha

Pasal 33

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari

hasil tansaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dal kewajiban

pda p;hak lain, serta pen;,,usutan atas barang-barang investasi

dalam I (satu) tahun buku.

Pembagian hasil usaha sebagaimana yang dimaksud dalarn ayat (1)

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dikelola melalui sistem atuntasi sederhara.

Bagian Kedua
Kepailitan

Pasal 34

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset

dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui

musyav/arah desa.

Unit usaha BUM Desa yang tidal dapat menutupi kerugian dengan

aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitalr.

BAB xII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pembinaar, pemantauan dan evaluasi terhadap

pengembangal manajemen dan Sumber Daya Manusia pengelola

BUM Desa.

12\

(3)

(1)

(21

(3)
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(2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan Desa.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 36

(1) Pelaksara operasional melaporkan pertanggungjawaban

pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara ex-offi.cio

dijabat oleh Kepala Desa.

(2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan

terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang

disampaikan melalui musyawarah desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap

kineda Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara

pertanggung jawaban diatur dalam Anggaran Dasar darr Anggaran

Rumah Tangga.

BAB xIV
PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 37

BUM Desa yang telah dinyatakan pailit melalui musyawarah desa,

dapat dibubarkan dengan mekanisme musyawarah desa yang

membahas pembubaran BUM Desa dan di didahului dengan

penyampaian laporan pertanggungiawaban oleh pelaksana operasiona.l

BUM Desa.

BAB XV

KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(i) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku

tetap dapat menjalankan kegiatannya,

(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalant ayat {1) wajib

melal<ukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Peratarran Daerah ioi
berlaku.
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Pasal 39

Ketentuan tentang musyawarah desa, badan organisasi dan klasifikasi

usaha, organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkan Pengundalgan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam I-embaran

Daerah Kabupaten Muara Enim.

ditet kan di Muara Enim
pada anggaf ,O Doledb.r zoi 6
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